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A. Kinerja

1.

Pengertian

Kinerja berasal dari kata-kata job performance dan disebut actual
performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah
dicapai oleh seseorang karyawan. Menurut Oxford Dictionary, kinerja
merupakan suatu tindakan proses atau cara bertindak atau melakukan
fungsi organisasi.”

Menurut Mahsun dalam Heri Susanti dan Nuraini Aisyah, kinerja
(performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, msi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic
planning suatu organisasi. Kinerja sering digunakan untuk menyebut
prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok.*

Kinerja memiliki posisi penting dalam manajemen dan organisasi.
Karena, keberhasilan dalam melakukan pekerjaan sangat ditentukan oleh
kinerja. Hal ini berarti, jika seseorang bekerja dalam organisasi,

kinerjanya merupakan serangkaian perilaku dan kegiatan secara

*Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 61.

*® Heri Susanti dan Nuraini Aisiyah, Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Kerja Dengan
Motivasi Sebagai Variabel Interventing Terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pertahanan
Kabupaten Kebumen, Jurnal Magistra No. 74 Th. XXII Desember 2010. 57.
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individual sesuai dengan harapan atau tujuan organisasi.’’ Menurut
Hamzah dan Nina, kinerja adalah perilaku seseorang yang membuahkan
hasil kerja tertentu setelah memenuhi sejumlah persyaratan. Dalam
suatu kinerja berkaitan dengan konsep dan evaluasi kinerja, sebab hal
inilah yang menentukan kinerja seseorang.*

Arti beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka
pengertian atau definisi kinerja atau performance dapat disimpulkan
yakni sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan kewenanganan
tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan
organisasis.

Seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan cara
yang halal pasti bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan
keluarganya dan bisa berbuat baik kepada orang lain. Hal ini sesuai

dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 70.%
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Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut
mereka di daratan dan di lautan (untuk memperoleh penghidupan), kami
beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan

' Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Teori Kinerja dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2012), 118.

* Ibid., 63.

3 Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro,
2010), 289.
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kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami
ciptakan.

Ayat tersebut Allah telah menjelaskan bahwa manusia mempunyai
kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Untuk itu
manusia di tunjuk oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi yang
bertugas untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-
baiknya.

Firman Allah SWT yang lain yang menjelaskan tentang kinerja juga

terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Mulk ayat 15.**
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Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di
segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya
kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

QS. Al-Mulk ayat 15 Allah SWT menjelaskan bahwa kaum yang
beriman supaya meningkatkan kinerja untuk mendapatkan penghasilan
dan memperbaiki ekonominya.

2. Manajemen kinerja

Manajemen kinerja adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yan

lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami

** Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro,
2010), 563.
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dan mengelola kinerja sesuai target yang telah direncanakan, standar dan

persyaratan kompentensi yang telah ditentukan.®
Perkembangan manajemen kinerja dipercepat oleh faktor-faktor

berikut ini:*®

a. Munculnya manajemen sumberdaya manusia sebagai suatu
pendekatan yang strategis dan terpadu terhadap pengelolaan dan
pengembangan SDM yang bertanggungjawab atas manajemen lini

b. Perlunya menemukan suatu pendekatan yang strategis namun
fleksibel dalam mengelola suatu organisasi perusahaan

c. Kesadaran akan kenyataan bahwa kinerja hanya dapat diukur dan
dinilai atas dasar suatu model input-proses-output-outcome, dan
terlalu konsentrasi terhadap salah satu dari aspek kinerja tersebut
dapat mengurangi efek dari keseluruhan sistemnya

d. Perhatian yang diberikan kepada perbaikan dan pengembangan yang
berkelanjutan, dan  “Learning  Organization”  (organisasi
pembelajaran)

e. Kesadaran bahwa proses mengelola kinerja adalah sesuatu yang
harus dilaksanakan oleh manajer lini di sepanjang tahun — buannya
suatu peristiwa tahunan yang diatur oleh departemen personalia

f.  Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya budaya organisasi

(Corporate Culture) kebutuhan untuk memberikan daya dongkrak

> Surya Dharma, Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009), 25.
* Ibid., 20-21.
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yang membantu mengubah budaya dan proses di bawah suatu nilai-
nilai dasar (core values)
g. Meningkatnya  penekanan  terhadap komitmen  dengan
mengintregasikan tujuan organisasi dan individu
h. Pengembangan konsep kompetensi dan teknik untuk menganalisis
kompetensi, serta menggunakan analisis tersebut sebagai dasar
penentuan dan pengukuran standar kinerja dalam perilaku
i. Kesadaran bahwa mengelola kinerja dalah urusan dari setiap orang
di dalam organisasi, bukan hanya para manajer
j.  Ketidakpuasan terhadap hasil yang diperoleh dari cara pembayaran
gaji/upah berdasarkan kinerja dan berkembangnya keyakinan bahwa
akar permasalahannya seringkali disebabkan oleh tidak adanya
proses yang memadai utnuk mengukur kinerja.
3. Kinerja kevangan
Kinerja keuangan bisnis merupakan suatu gambaran tentang
kondisi keuangan suatu usaha yang dijalankan kemudian dianalisis
dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai
baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan
prestasi kerja dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan
merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen
agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan

juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
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Arif Habib (2008) mengemukakan bahwa: kinerja keuangan diukur
dengan banyak indikator, salah satunya adalah analisis rasio keuangan.
Untuk melakukan analisis rasio keuangan tersebut diperlukan
perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek
tertentu. Rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan dua
atau lebih data keuangan.’’

Kinerja Keuangan adalah prestasi yang dicapai perusahaan dalam
suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan
tersebut®®. Menurut Sucipto menjelaskan tentang kinerja keuangan
sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur
keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba®. Menurut
Zarkasyi (2008:48) kinerja keuangan adalah sesuatu yang dihasilkan
oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada
standar yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja keuangan dapat memberikan pandangan yang
lebih baik mengenai kondisi perusahaan dan prestasi perusahaan.Dengan

menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau

memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan terutama

*7 Widaryanti, analisis kinerja keuangan dan pengelolaan internal BMT (studi kasus pada BMT-
BMT kota semarang), Vol. 11, 2014, 15.

*¥ Sutrisno. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. (Yogyakarta: Ekonisia, 2009) 53.
% Sucipto. Penilaian Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi. Universitas Sumatra. Utara. Medan, 1.

2003.
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apabila angka rasio lebih baik dari rasio pembanding yang digunakan
sebagai standar.*

Kinerja keuangan dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai oleh
perusahaan atas berbagai aktivitas yang dilakukan dalam
mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan

dapat dilihat dari analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan.

B. Laporan Keuangan
1. Pengertian
Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk
memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-
hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan
begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna
untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.*'
Ridwan dan Inge mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah
suatu laporan yang mengambarkan hasil dari proses akuntansi yang
digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data

atau aktivitas tersebut.*?

* Ida Ayu Kade Mas Uttari Dewi, dkk., Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha di
Kecamatan Buleleng tahun 2013 (perspektif sistem pemeringkatan koperasi), e-Journal Bisma
Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Manajemen, Vol. 3, 2015, 5.

*! Farid dan Siswanto, Analisis Laporan Kuangan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 22.

# Ridwan S. Sundjaja, & Inge Barlian, Manajemen Keuangan Satu, Edisi Kelima, (Jakarta:
Literata Lintas Media, 2003), 68.
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2. Unsur-unsur laporan keuangan

Komponen dasar yang terdapat dalam setiap laporan keuangan

adalah rugi laba untuk koperasi dan laporan perhitungan hasil usaha,

neraca, laporan perubahan posisi keuangan. Masing-masing komponen

dari laporan keuangan dapat dilihat berikut ini:*

a.

3

Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupaka suatu laporan ynag sistematis
tentang penghasilan, beban, laba rugi yang diperoleh oleh suatu
perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi
meringkaskan hasil dari kegiatan perusahaan selama periode
akuntansi tertentu, laporan ini sering dipandang sebagai laporan
akuntasi yang paling penting dalam laporan tahunan.
Neraca

Neraca adalah salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi
perusahaan oleh karena itu setiap peusahan diharuskan menyajikan
laporan keuangan dalam bentuk neraca, neraca juga dapat dibuat
pada saat tertentu untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini
bila diperlukan biasanya hal ini sering dilakukan pihak manajemen

pada saat tertentu.**

® Munawir, 2010, Analisis Laporan Keuangan, edisi Keempat, Cetakan Keeempat Belas,
(Yogyakarta: Librty Yogyakarta), 25.
* Dr. Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,

2012), hal. 30.
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3. Tujuan laporan keuangan
Adapun tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan

adalah sebagai berikut:*’

a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang
dimiliki perusahaan pada saat ini.

b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal
yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang
diperoleh pada suatu periode tertentu.

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang
dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi
terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.

f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam
suatu periode.

g. Memberikan informasi tentang catatancatatan atas laporan keuangan.

h. Informasi keuangan lainnya.

4. Analisis laporan keuangan
Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan
dan kecenderungan atau tren utnuk mengetahui apakah keadaan

keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan

#Silvi Junita, Siti Khairani. 2012. Analisis Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan
Analisa Rasio Keuangan pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia, hal. 2. ( diakses pada 25 April 2017,
http://eprints.mdp.ac.id/748/1/JURNAL%202009200043%20SILVI JUNITA.pdf)
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atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan

antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-

unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya.

Kegiatan analisis laporan keuangan juga dilakukan dengan tujuan agar

dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan keuangan dan

hasil usaha perusahaan sehingga informasi tersebut dapat dijadikan
sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan.*®

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Kasmir, bahwa tujuan analisis
laporan keuangan antara lain adalah :*’

a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode
tertentu, baik aset, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah
dicapai untuk beberapa periode tertentu,

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi
kekurangan perusahaan,

c. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu
dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan
perusahaan saat ini,

d. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah
perlu penyegaran atau tidak,

e. Untuk digunakan sebagai pembanding dengaan perusahaan sejenis

tentang hasil yang mereka capai.

* Jumingan. Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011.), hal. 42.
" Kasmir. Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011.), hal. 68.
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C. Koperasi Syariah
1. Pengertian koperasi syariah
Banyak orang yang menganggap bahwa koperasi merupakan
lembaga usaha yang cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperasi
yang memiliki nilai-nilai mulia seperti kejujuran, keterbukaan,
menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan,
keadilan, solidritas, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap
orang lain.*®
Koperasi syariah adalah merupakan sebuah konversi dari koperasi
konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat islam dan
peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.
Dalam pandangan Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/
syarikah. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama,
kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.*’
Dilihat dari prinsip istihsan (metode preferensi), koperasi dapat
dilihat pada aspek makro maupun mikro. Aspek makro berarti
mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang lebih dekat
dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme. Sedangkan dilihat

dari aspek mikro adalah melihat terpenuhinya pinsip hubungan sosial

secara saling menyukai yang tercermin pada prinsip keangggotaan

* Hendar, manajemen perusahaan koperasi pokok-pokok pikiran mengenai manajemen dan
kewirausahaan koperasi, (Semarang: Erlangga, 2010), 14.
49 1

Ibid.
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terbuka dan sukarela, prinsip mementungkan pelayanan anggota, dan
- 50
prinsip solidaritas.

Prinsip dan nilai koperasi syariah

Menurut Khan, beberapa prinsip utama syariah yang harus dipegang

dalam setiap kegiatan usaha muslim adalah:”'
. Larangan menggunakan riba dalam segala bentuknya,

. Menjalankan kegiatan usaha dan perdagangan dengan dasar keadilan

dan kehalalan,

. Memenuhi kewajiban membazar zakat,
. Larangan monopoli,

. Kerja sama dan kemitraan usaha yang berorientasi pada kemaslahatan

umat.

Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat,

dapat mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi.

Caranya dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis:**

Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas
Istigamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas
Tabligh yang mencerminkan transaparansi,kontrol,edukatif, dan
komunikatif

Amanah yang mencerminkan kepercayaan,integritas, reputasi, dan

kredibilitas

3 Ibid.

> Ibid., hal. 17.
52 1bid., hal. 16.
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Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif,
inovatif

Ri’ayah yang mencerminkan  semangat solidaritas, empati,
kepedulian, awareness

Mas’uliyah yang mencerminkan rsponsibilitas,

3. Jenis-jenis koperasi

Koperasi dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan pada kebutuhan

efisiensinya dalam ekonomi yaitu:

a.

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menangani pengadaan dan
penyaluan berbagai barang-barang konsumsi untuk memenuhi
kebutuhan anggotanya.

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam kegiatan
pembuatan dan penjualan barang-barang baik ynag dilakukan oleh
koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.
Koperasi ini berfokus pada proses produksi serta pendistribusian
hasil produksi.

Kopersi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam usaha
pembentukan modal melalui tabungan para anggotanya secara
teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para
anggotanya dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk

tujuan produktif.
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d. Koperasi jasa adalah kopersi yang bergerak dalam bidang
penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat
umum.

e. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen
atau pemilik barang atau jasa dan kegiatan atau jasa utimanya
melakukan pemasaran bersama.

Sumber modal koperasi
Koperasi sebagai suatu organisasi yang lazim disebut sebagai

perkumpulan orang-orang yang dalam kehidupannya tidak lepas dari

pada menghimpun atau dapat dikatakan sebagai kegiatan memupuk
modal. Koperasi sebagai badan hukum (diberikan oleh dan atas
wewenang Departemen Koperasi) Undang-undang Nomor 25 Tahun

1992; memperoleh hasil sebesar-besarnya dan menggunakan biaya

sekecil-kecilnya dan melayani pula kepentingan bukan anggota.

Koperasi melakukan usaha dengan modal awal koperasi yang diperoleh

dari simpanan pokok para anggotanya. Selain itu koperasi bisa juga

memanfaatkan sumber-sumber modal lain, baik dari dalam maupun luar

koperasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pasal 4

Unang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mwujudkan

bahwa:

a. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman

b. Modal sendiri dapat berasal dari:

1) Simpanan pokok
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2) Simpanan wajib
3) Dana cadangan
4) Hibah
Kemudian pada pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun
1992 tentang perkoperasian disebutkan:
a. Selain modal sebagai dimaksud dalam pasal 41, koperasi dapat pula
melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
b. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal
penyertaan diatur lanjut dengan pengaturan pemerintah.
5. Karakteristik keuangan koperasi
Karakeristik keuangan koeprasi juga sangat terkait dengan bentuk
laporan keuangan pada koperasi, terutama lapoan laba rugi an neraca,
sebab kedua laporan ini menjadi rujukan dalam perhitungan kinerja
keuangan koperasi. Secara umum laporan keuangan koperasi mempunyai
karakteristik sebagai berikut:>
a. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat
anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi
seperti mengajukan rancangan kerja, reancana anggaran pendapatan
dan belanja, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan
keuangan, pelaksanaan tugas, pembukuan keuangan dan inventaris

secara tertib.

>3 Hendar, manajemen perusahaan koperasi pokok-pokok pikiran ...., hal. 188-189
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Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak

diluar pengurus koperasi termasuk pihak yang tidak dimaksudkan

untuk pengendalian usaha.

Kepentingan utama dari laporan keuangan koperasi adalah:

e Menilai sejauhmana pertanggungjawaban pengurus

e Menilai prestasi atau kinerja pengurus

e Menilai sejauh mana perusahaan koperasi memberikan manfaat
kepada anggotanya

e Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber
daya, karya, dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

. Modal koperasi terdiri dari pemupukan simpanan, pinjaman-

pinjaman, penyisihan dari hasil usaha termasuk cadangan serta

sumber-sumber lain.

Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku

dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari

tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha.

Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Jika anggota

keluar maka daya yang diinvestasikan olehnya harus dikembalikan.

Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan pada koperasi di

antaranya adalah sebagai berikut:

e Laporan keuangan adalah laporan yang bersifat sejarah

e Laporan keuangan itu bersifat umum dan bukan untuk

memenuhi keperluan tiap pemakai atau golongan pemakai.
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e Leporan keuangan itu sebagai hasil dari pembahasan setelah

timbulnya hak dan kewajiban dalam akuntansi.

Pemakaian utama dari laporan keuangan koperasi adalah para
anggota koperasi sendiri, pengurus, dan pejabat koperasi. Sedangkan
pemakaian lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi
sebagai berikut:>*

1) Anggota dan calon anggota

Dari laporan keuangan anggota dapat menilai pertanggungjawaban

pengurus dan pengelola sumber daya ekonomi yang dipercayakan

pengelola kepada pengurus penilai hasil prestasi pengurus dan
penilai manfaat yang diberikan kepada anggota.
2) Kreditur dan banker

Laporan kuangan berguna dalam mempertimbangkan pemberian

kredit kepada koperasi beserta resiko yang mungkin terjadi.
3) Pejabat koperasi

Laporan keuangan berguna untuk menilai sejauh mana koperasi

telah menata dan melaksanakan peratuan yag berlaku serta dalam

rangka pembinaan.
4) Kantor pajak
Laporan keuaangan digunakan untuk menetapkan pajak yang akan

diberikan kepada koperasi yang bersangkutan.

> Ninik Widiyanti, M anajemen Koperasi, Cetakan kedua,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 112.
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5) Laporan keuangan untuk menilai kinerja pengurus dalam pengelolah
koperasi umumnya dan keuangan koperasi khususnya melaporkan
hasil penilaiannya kepada rapat anggota.

6) Pengurus atau manajer koperasi
Laporan keuangan digunakan dalam hal pengendalian usaha
koperasi, baik dalam penyusunan rencan, pelaksanaan kegiatan dan

pengawasan kegiatan.

D. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi nomor 7 tahun
2016
1. Sejarah
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun
2015 tentang kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah,
yaitu:

“Deputi Bidang Pengawasan mempunyai tugas: Menyelenggarakan
perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang :

1. Peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan,

2. Pemeriksaan kelembagaan koperasi,

3. Pemeriksaan usaha simpan pinjam,

4. Penindakan dan,

5. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.”

Kemudin diperkuat dengan Peraturan Menteri KUKM nomor 17/2015
tentang pengawasan koperasi tepatnya pada pasal 10

ayat 1
Pelaksanaan pengawasan Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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ayat 2
Pelaksanaan pengawasan Koperasi dilakukan oleh Deputi bidang
pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi.

melahirkan tanggungjawab kepada Deputi Bidang Pengawasan untuk
mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya
saing sesuai jatidiri Koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas,
kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat.

Pada pelaksanaan tanggungjawab  Deputi Bidang Pengawasan
dalam mewujudkan koperasi berkualiatas seperti yang telah disebutkan
pada paragraf diatas. Maka, mendasarkan pada Peraturan Menteri
Koperasi No.16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan
USPPS oleh Koperasi pasal 31 ayat 3, yakni

“Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur denganPeraturan Deputi
Bidang Pengawasan.”

lahirlah Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syarian
dan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.
Pengertian dan sasaran

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi nomor
7 tahun 2016 merupakan pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan
syariah koperasi. Peraturan ini bertujuan untuk memberi pedoman bagi

pelaksanaan penilaian KSPPS maupun USPPS koperasi.



41

Penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah

oleh koperasi dilakukan dengan sasaran penilaian kesehatan usaha

KSPPS dan USPPS Koperasi adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi yang sehat
dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Terwujudnya pelayanan prima kepada penggunajasa koperasi

3. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sebagai lembaga keuangan
yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan
pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan
syariah oleh Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan
usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi

6. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha
simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi.

Landasan

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi

adalah sebagai berikut:

1.

KSPPS dan USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

>> Meliadi Sembiring, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi nomor 7 tahun

2016, 2016, 5.

5 Tbid.
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2. KSPPS dan USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI;

3. KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
keuangan anggota secara bersama (selthelp);

4. Anggota KSPPS dan USPPS Koperasi berada dalam satu kesatuan
sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan
ART (Anggaran Rumah Tangga) KSPPS dan USPPS Koperasi; dan

5. KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih
besar kepada anggotanya.

Ruang lingkup
Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi

dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:>’

1. Kualitas aktiva produktif

Aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva
yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk
mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif
adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi
koperasi yang bersangkutan. Aktiva produktif yang diklasifikasikan
adalah jumlah aktiva produktif yang kolekbilitasnya tidak lancar.
Oleh karena itu penanaman dana dan kesiapan lembaga dalam
menanggung kemungkinan timbulnya resiko kerugian penanaman

dana tersebut, mempunyai peranan penting dalam menunjang usaha

7 1bid., 6.
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operasional lembaga. Kualitas produktif dinilai atas dasar
pengolongan kolektibilitas yang terdiri atas lancar, kurang lancar,
diragukan dan macet. Kemudian untuk menutup kemungkinan
resiko kerugian maka lembaga wajib membentuk penyisihan
penghapusan aktiva produktif.

Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah
terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan
sebagai berikut:*®
a. Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi

nilai skor 25
b. Untuk penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25

sampai dengan maksimum 100.

Tabel 2.1

Perhitungan rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan

pembiayaan yang disalurkan.

Rasio Piutang Nilai | Bobot | Skor
Bermasalah dan Kredit | (%)
Pembiayaan
Bermasalah terhadap Kriteria
Piutang dan
Pembiayaan yang
Disalurkan (%)
> 12 25 10 2,50 |0-<25 Tidak
lancar
9-12 50 10 5,00 |2,5-<5,00 | Kurang
lancar
5-8 75 10 7,50 | 5,00 - < 7| Cukup
,50 lancar
<5 100 10 10,00 | 7,50- < | Lancar
10,00

Sumber: Lampiran I PerDep KeMenKop No.7 Th 2016.

#1bid., 11.
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Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko
dilakukan dengan cara sebagai berikut:>

a. Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok
1) Lambat 1-30 hari (portofolio berisiko1)

2) Lambat 31-60 hari (portofolio berisiko 2)
3) Lambat 61-90 hari (portofolio berisiko 3)
4) Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4)

b. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada
periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan
cara:

1) Keterlambatan 1-30 hari

Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah X 100%
Total Piutang dan Pembiayaan

2) Keterlambatan 31-60 hari

Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah X 100%
Total Piutang dan Pembiayaan

3) Keterlambatan 61-90 hari

Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah X 100%
Total Piutang dan Pembiayaan

4) Keterlambatan lebih dari 90 hari

Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah X 100%
Total Piutang dan Pembiayaan

¥ 1bid., 12-13.
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c. Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan
berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko)

=)t @B+ @=...%

Tabel 2.2
Perhitungan rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko
Rasio o
PAR kI\rtldallt B(?;;) ) Skor Kriteria
(%) :
> 30 25 5 1,25 0-<1,25 Sangat berisiko
26-30 50 5 2,50 1,25 - <2,50 Kurang berisiko
21-25 75 5 3,75 2,50 -<3,75 Cukup berisiko
<21 100 5 5,00 3,75-5,0 Tidak berisiko

Sumber: Lampiran [ PerDep KeMenKop No.7 Th 2016.

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk
(PPAPWD). Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen
KSPPS/USPPS Koperasi menyisihkan pendapatannya untuk
menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan
dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat
kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:®
a. Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolekbilitasnya,

yaitu:

1) Lancar

 1bid., 13.
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2) Kurang lancar
3) Diragukan
4) Macet

b. Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan
penghapusan pembiayaan

c. Menghitung PPAPWD dengan cara mengalihkan komponen
persentase pembentukan PPAPWD dengan kolekbilitas aktiva
produktif. Perhitungan PPAPWD
1) 0,5% dari aktiva produktif lancar
2) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai

agunannya
3) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai
agunannya
4) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya
Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/ diketahui maka nilai
agunan sebagai pengurangadalah sebesar 50% dari baki debet.

d. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat
diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan
PPAPWD dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.3

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap
penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD)

Rasio | Nilai Kredit | Bobot (%) Skor Kriteria
PPAP
(%)
0 0 5 0 0-<1,25 Macet
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10 10 5 0,5 1,25 - <2,5 Diragukan
20 20 5 1,0 2,5 - < 3,75 Kurang
30 30 5 1,5 Lancar

40 40 5 2,0 3,75-5 Lancar

50 50 5 2,5

60 60 5 3,0

70 70 5 3,5

80 80 5 4,0

90 90 5 4,5

100 100 5 5,0

Sumber: Lampiran I PerDep KeMenKop No.7 Th 2016.

2.

Likuiditas

Likuiditas adalah berhubungan dengan kemampuan lembaga
untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus
dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk
memenuhi kewajiban jangka pendek.

Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan
rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila
perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang
tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo.®'

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari
hasil rasio likuiditas:®*

a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban

atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.

%! Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 129.
 Ibid., 132-133.
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b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban
jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.

c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban
jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan
sediaan atau piutang.

d. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan
yang ada dengan modal kerja perusahaan.

e. Untuk mengukur seberapa besar uangkas yang tersedia untuk
membayar utang.

f.  Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan
dengan perencanaan kad dan utang.

g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari
waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa
periode.

h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari
masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang
lancar.

i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki
kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat
ini.

Adapun resiko likuiditas merupakan ketidakmampuan lembaga
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Resiko likuiditas

adalah ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban
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yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid

berkualitas tinggi yang dapat dianggunkan, tanpa mengganggu

aktivitas, dan kondisi keuangan bank. *

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas
sehingga menimbulkan risiko likuiditas dappat disebabkan antara
lain oleh hal-hal berikut:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas, baik berasal dari aset
produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk
aseet likuid

2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari
penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan dari
pinjman yang diterima.

Antonio menyatakan likuiditas penting untuk bank syariah
dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, mengatasi kebutuhan
mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan
memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempataninvestasi yang
menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup,
tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan

operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena

6 Tkatan Bankir Indonesia (IBI), Manajemen Risiko 1(Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2015), 11.
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akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat
profitabilitas.**

Dalam menjalankan aktifitasnya manajemen dapat melakukan
beberpa strategi agar likuiditas bank tetap berjalan dengan baik,

strategi tersebut diantaranya:

1. Strategi Preventif
Strategi prefentif adalah bahwa likuiditas dikelola dengan
menjauhi unsur-unsur spekulatif sehingga masalah likuiditas
dapat dijauhi. Untuk itu, kaidah-kaidah dalam pengendalian
likuiditas harian dan jangka menengah perlu dipenuhi. Adapun
prosesnya dapat dijelaskan dibawah ini:
a. Pengendalian Harian
b. Pengendalian Jangka Menengah
c. Pengendalian jangka panjang

2. Strategi Represif
Beberapa cara atau strategi represif yang diterapkan untuk
mengatasi masalah likuiditas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Meminjam dari pasar uang
b. Mengkonversikan dana valuta asing yang dimiliki

c. Meminjam valuta asing dari pasar internasional

* Bambang Rianto Rustam, Manjemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta Selatan:
Penerbit Salemba, 2013), 147.
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Pada kondisi high liquidity atau over likuid, maka manajemen
harus menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:®’
1. Penyebaran Jangka Waktu
2. Penyebaran Kredit
Berdasarkan Peraturan Deputi Nomor 7 penilaian likuiditas
KSPPS/ USPPS koperasi dilakukan dengan 2 rasio, yaitu:*®
a. Rasio kas
Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan
sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pengukuran Rasio Kas terhadap Dana yang Diterima

Rasio kas (%) Nilai Bobot | Skor Kriteria
Kredit (%)
<14 dan > 56 25 10 2,5 Tidak Likuid
(14 - 20) dan (46 - 56) 50 10 5 Kurang Likuid
(21 —25) dan (35 — 45) 75 10 7,5 Cukup Likuid
(26 —34) 100 10 10 Likuid

Sumber: Lampiran I PerDep KemenKop No.7 Th 2016.
b. Rasio pembiayaan
Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima
ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pengukuran Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

Rasio kas (%) Nilai Bobot | Skor Kriteria
Kredit (%)
<50 25 10 2,5 Tidak Likuid
50-74 50 10 5 Kurang Likuid
75-99 75 10 7,5 Cukup Likuid

® Selamet Riyadi, 2006. Banking Assets and Liability Management, Edisi Ketiga., 57-58

6 Lampiran I Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 7
tahun 2016, 17-18.
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|

> 99

100

| 10

|

10

|

Likuid

Sumber: Lampiran I PerDep KemenKop No.7 Th 2016.

3. Efisiensi

Rasio-rasio di ini menggambarkan sampai seberapa besar

KSPPS/USPPS Koperasi mampu memberikan pelayanan yang

efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS Koperasi didasarkan pada 3 (tiga)

rasio yaitu:

a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan

Pengukuran rasio biaya operasional terhadap pelayanan
ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 2.6
Perhitungan rasio biaya operasional terhadap pelayanan
Rasio biaya operasional Nilai Bobot | Skor Kriteria
terhadap pelayanan (%) Kredit (%)
<100 25 4 2,5 Tidak Efisien
86 —100 50 4 5 Kurang Efisien
71 -85 75 4 7,5 Cukup Efisien
> 71 100 4 10 Efisien

Sumber: Lampiran I PerDep KemenKop No.7 Th 2016.

b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Pengukuran Rasio aktiva tetap terhadap total aset ditetapkan

sebagai berikut:
Tabel 2.7
Perhitungan rasio aktiva tetap total aset
Rasio aktiva tetap Nilai | Bobot o
terhadap total aset (%) | Kredit (%) Skor Kriteria
76 — 100 25 4 1 Tidak Baik
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51-175 50 4 2 Kurang Baik
26 - 50 75 4 3 Cukup Baik
0-25 100 4 4 Baik

Sumber: Lampiran [ PerDep KemenKop No.7 Th 2016.

c. Rasio efisiensi pelayanan

Pengukuran rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perhitungan rasio efisiensi pelayanan

Rasio efisiensi Nilai | Bobot Skor Kriteria
pelayanan (%) Kredit (%)
76 — 100 25 4 1 Tidak Baik
51-75 50 4 2 Kurang Baik
26 - 50 75 4 3 Cukup Baik
0-—25 100 4 4 Baik

Sumber: Lampiran [ PerDep KemenKop No.7 Th 2016.



